
 
 

 

BUPATI EMPAT LAWANG 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG 

NOMOR: 31 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG 

NOMOR 46.1 TAHUN 2017  TENTANG PELAKSANAAN 

DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN EMPAT LAWANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI EMPAT LAWANG, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan 

Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 04.1 Tahun 2017 

Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat 

Lawang,  

  b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Empat 

Lawang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kemampuan 

Keuangan Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Empat 

Lawang Nomor 46.1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang; 

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Empat Lawang Di Propinsi Sumatera Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677); 
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  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

383, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Nomor 5650); 

  3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4416); 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
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2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan

dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067).

8. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4.1 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Empat Lawang Tahun 2017, Nomor 4.1);

9. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 46.1 Tahun 2017

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat

Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017

Nomor 46.1);

10. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 28 Tahun 2018

Tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Empat

Lawang Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang

Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 46.1 TAHUN 

2017 TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46.1 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang 

Tahun 2017 Nomor 46.1), diubah sebagai berikut: 
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Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

(1) DO Pimpinan DPRD, terdiri dari: 

a. ketua DPRD disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi ketua 

DPRD; 

b. DO wakil ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 1,5 (satu 

koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD. 

(2) DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan kepada ketua 

DPRD dan wakil ketua DPRD. 

(3) Standar Biaya DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan 

peraturan ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang. 

 

 Ditetapkan di Tebing Tinggi 

pada tanggal, 19 Maret 2018 

BUPATI EMPAT LAWANG, 

ttd. 

H. SYAHRIL HANAFIAH 

Diundangkan di Tebing Tinggi 

Pada tanggal, 20 Maret 2018 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN EMPAT LAWANG, 

ttd. 

EDISON JAYA 
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BESARAN BIAYA DANA OPERASIONAL 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN EMPAT LAWANG 

 

 

 

Ketua DPRD 

(2 x dari uang representasi Ketua DPRD) 

2 X 2.100.000 Rp.     4.200.000 

Wakil Ketua 

(1,5 x dari uang representasi Ketua DPRD) 

1,5 X 2.100.000 Rp.     3.150.000 

 

Catatan : diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD 

 

 

 

 

 BUPATI EMPAT LAWANG, 

 

                 ttd. 

 

H. SYAHRIL HANAFIAH 

 

 
 
 

Lampiran : Peraturan Bupati Empat Lawang 
Nomor : 31 Tahun 2018 

Tanggal : 20 Maret 2018 
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 

46.1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Dan 
Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang. 
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